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NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA R

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK) BINA HUSADA PALEMBANG
DENGAN
UPTD BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 0641/STIK/MoU/V1/2024
Nomor : 5¢o ({6 (upTO [P /3094 ..

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat
(12-06-2024) yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes . Jabatan Ketua STIK Bina Husada dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama STIK Bina
Husada yang beralamat di Jln. Syech Abdul
Somad No.28, 22 Ilir Palembang 30131,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Bayu El Heikal, SHM.A.P : Jabatan Kepala UPTD Balai Hiperkes dan
Keselamatan Kerja Provinsi Sumatera Selatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat
di JIn A. Yani No. 106 16 Ulu Palembang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing — masing “PIHAK PERTAMA” dan “PIHAK
KEDUA” yang selanjutnya secara bersama — sama disebut “ PARA PIHAK” sepakat
untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal — pasal di
bawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan dilandasi azas kebersamaan serta menempatkan kepentingan Nasional sebagai
prioritas utama, PARA PIHAK telah bersepakat akan menjalin kerjasama yang baik dan
saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, serta melaksanakan pendidikan, yang berkualitas sehingga menghasilkan
tenaga kesehatan yang siap pakai dan profesional.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Ruang lingkup meliputi tridharma perguruan tinggi yaitu :
1. Pendidikan : pengajaran, pertukaran informasi, dan praktikum
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat.
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Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama secara rinci dalam bidang — bidang tertentu akan disusun dan
dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama yang disetujui kedua belah pihak dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dalam rangka kerjasama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa dan dana yang
tersedia pada masing — masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk
melaksanakan program kerjasama;

2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa
penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti
sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing — masing;

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, sejak ditandatangani oleh PARA
PIHAK;

2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang kembali, diubah atau dihentikan sewaktu —
waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

Pasal 6
SANKSI

1. Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK PERTAMA
dapat membatalkan dan atau menghentikan kegiatan ini secara sepihak, apabila kegiatan
pendidikan, penelitian dan penngabdian masyarakat tersebut menyimpang dari tujuan
semula;

2. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap pasal — pasal
sebagaimana telah disebut dalam perjanjian kerjasama ini dapat mengakibatkan
pengakhiran perjanjian kerjasama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan dari perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara
musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
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Pasal 8
ADDENDUM

1. Setiap perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah ada
persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mulai berlaku pada tanggal yang
ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari
Perjanjian Kerjasama ini;

3. Hal — hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut

dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini;

Pasal 9
PENUTUP
1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan tandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh
kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup
dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Biaya materai dan biaya — biaya lain yang timbul sebagai akibat ikatan perjanjian
kerjasama ini menjadi beban kewajiban PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

STIK BINA HUSADA KEPALA UPTD BALAI HIPERKES
DAN KESELAMATAN KERJA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

ﬁf Ers1ta S.Kep,Ners, M.Kes Bayu El Heikal, SH. M.A.P
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